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- PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupa-
kan s=sub sistem dalam sistem penyelenggaraan
Pemerintahan eehingga Desa memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masgyara-
katnya . secara luas., nyata dan bertanggungjawab
didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indone-
sia; ;

. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka

Pemerintahan Desa berwenang untuk membuat Peratu-
ran Desa:

bahwa = agar terdapat kesamaan pedoman tentang
penyusunan serta tata cara pembuatan Peraturan_
desa - demi kemudahan Desa dalam pelaksanasnnya.,
maka perlu menetapkan pengaturannyva dalam Peratu-
ran Daerah. :

Undang-undang. Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pemben-
tukan Daerash-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsl Jawa Tengah :

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Homor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38389) :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran HNegara Tahun 1989 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomcor 168 Tahun 1978 tentang
Perluaszan Kotamadya Daerah Tingkat "II 'Semarang
(Lembaran HNegara Tahun 1876 MNomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 30783

5. Peraturan .



Menetapkan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999
tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai
pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 ' Tahun
1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
Peristilahan Dalam Penyelenggarsen Pemerintahan
Dega dan Kelurahan :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Deé&a ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan
Desa; '

9. Peraturan Daerah EKabupaten Demak Nomor B8 Tahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

Dahgan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAEKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUOTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEH&K TENTANG PERATURAN
DESA.
BAB I
KEETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Demak :
b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,. selanjutnyva
disebut DPRD adalah badan legislatif daerah
Kabupaﬁen Demak ;

d. Pemerintah Pusat yvang selanjutnya disebut
- Pemerintah adalah Perangkat = Negara Eesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan

rara Menteri;

e, Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta
Perangkat Daerah yang lain sebagai Eadan Ekakutif
Daerah:;

f. Pemerintah Kabupaten 'adalah Bupati beserta
Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah : .

g. Dega ..



3 .

g. Desa adalah kegsatuan masyvarakat hukum vang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Eabupaten ;

h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di De=sa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspira-
si masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; s

i. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penye-
lenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungja-
wab kepada rakyat melalui BPD :

J. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong
Desa ;

k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerinpahan
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;

1. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan
oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan dari
BPD; '

m. Keputusan Lurah Desa adalah keputusan yang dibuat
oleh Lurah Desa sebagai tindak lanjut pelaksanaan
Peraturan Desa atau berupa ketentuan lain yang
bersifat mengatur dan menetapkan. :

BAB II
BENTUK. PERATURAN DESA
Pasal 2

Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa setelah menda-
patkan persetujuan dari BPD.

Pasal 3

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana terse-
but dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Materi yang diatur dengan Peraturan Desa adalah-

materi yang : . :

a. menetapkan ketentuan-ketentuan vyang bersifat
mengatur kepentingan masyarakat Desa:

b. menetapkan segala sesuatu yang membebani masyara-
kat Desa; [

¢. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban
bagi keuangan Desa.

Pazal 5 ...
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(2)
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Pasal 5

Disamping materi sebagaimana dimaksud Pasal 4,
didalam Peraturan Desa dapat memuat ketentuan
tentang pembebanan biaya ganti rugi atas pelang-
garan Peraturan Desa.

Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat
(1) disesuaikan dengan kemampuan pelanggar vyang
didasarkan atas rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat Desa setempat.

FPasal &

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan :

a0 o

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

kepentingan umum;

. peraturan Desa yang lain:
. peraturan Daerah Kabupaten:;
. pPeraturan perundang-undangan yvang lebih tinggi.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Insiatif Pemerintah Desa
Pasal 7

Pamong Desa dapat mengajukan Pra Rancangan
Peraturan Desa yang mengatur materl vang akan
membenani masyarakat dan atau keuangan Desa
kepada Lurah Desa, disertai penjelasan secarsa
tertulis.

Apabila Lurah Desa menyetujul Pra Rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1),
maka Lurah Desa mengadakan rapat yang harus
dihadiri oleh semua unsur Pamong Desa untuk
membahas Pra Rancangan Peraturan Desa.

Dalam rapat Pra Rancangan Peraturan Desa seba-
gaimana dimaksud ayat (2) dibshas secara . menda-
lam sehingga menjadi Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

Lurah Desa dengan surat pengantar menyampaikan
Rancangan Peraturan Desa kepada Ketua BPD yang
berisi permintaan untuk diadakan pembahasan
bersama.

Apabila berdasarkan pertimbangan dari Pimpinan
BPD, pengaturan materi yang tertuang didalam
Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak ‘atau
belum diperlukan maka dikembalikan kepada Lurah

Desa disertai dengan penjelasan tertulis.

(3) Dalam ..



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

{(3)

(1)

(2)

o

Dalam hal Pimpinan BFD berpendapat bahwa
pengaturan materi yang tertuang didalam Rancan-
gan Peraturan Desa tersebut diperlukan, maka
Ketua BPD 'dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) Jjam mengagendakan rapat pembahasan
Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Pemerin-
tah Desa sampai menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Inigiatif Anggota BPD
.Pasal 9

Anggota EPD dapat mengajukan.  Pra Rancangan
Peraturan Desa yang mengatur materi yang &akan
membebani masyarakat dan atau keuangan desa
gebagal usul prakarsa.

Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Pra
Rancangan Peraturan Desa disertal penjelasan
secara tertulis.

Dalam hal Pimpinan BPD berpendapat bahwa usul
prakarsa tersebut dapat diwujudkan, maka Ketua
BPD mengagendakan rapat pembahasan bersama semua
anggota BPD dan Pemerintah Desa.

Dalam rapat pembahasan sebagaimana dimaksud ayat
(3) para anggota BPD dan Pemerintah Desa diberl
kesempatan untuk mengemukakan pandangan.

Dalam rapat pembahasan selanjutnya, pemrakarsa
memberikan Jjawaban atas pandangan para anggota
BPD dan Pemerintah Desa, dan rapat diakhiri
dengan Keputuszan Ketua BFD yang menolak atau
menerima usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.

Usul prakarsa yang diterima menjadi prakarsa
BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa guna
diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa.

BAB V
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Rapat Pembahasan
Pasal 10

‘Dalam . rangka menetapkan Peraturan Desa, BED
mengadakan rapat yang dihadiri oleh :

a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota BFD;
b. Lurah Desa dan Pamong Desa.

Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat

terbuka untuk umum.

'fﬂq Dalam ...
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(3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang
dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.

(4) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah maka
Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan
rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari setelah rapat pertama.

Pasal 11

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat BED rada
dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat. .

(2) Dalam hal pengambilan keputusan penetapan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak tercapali mufakat/musyawarah, keputusan
ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terba-
nyak melalui pemungutan suara dengan Jumlah
suara yang diperoleh 1/2 (setengah) lebih 1
(satu) jumlah anggota BPD yang hadir.

Bagian Kedua
Penetapgn Peraturan Desa
Pasal 12

(1) Peraturan Desa ditetapkan dan: ditandatangani
oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan
dari BPD.

(2) Persetujuan BPD dituangkan dalam bentuk KEeputu-
san BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD.

(3) Peraturan _Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak memerlukan pengesahan Bupati.

(4) Lurah Desa mengirim Peraturan Desa vang sudah
ditetapkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
BERITA ACARA
Pasal 13

Dalam pelaksanaan rapat persetujuan Peraturan Desa,
EBPD diwajibkan membuat Berita Acara vang ditanda-
tangani oleh Pimpinan BEPD.

BAB VII
PELAESANAAN PERATURAN DESA
Pasal 14

(1) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan
Keputusan Lurah Desa dan mengikat setiap  orang
vang ada di Desa tersebut.

(2) Pengawasan



-
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{2 Penéawaaan atas pelaksansan Perauuraﬁ Desa
dilakukan oleh EPD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMEINAAN
Pasal 15

(1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan
KEeputusan Lurah Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum, Peraturan Desa vyang lain,
Peraturan Daerah Kabupaten atau peraturan peru-
ndang-undangsn yang lebih tinggi tingkatannya.

(23 Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan  EKeputu-=
san Lural Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang ber-
sangkutan dan BPD dengan menvebutkan alasan-
alasannyva.

(3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Eepu-
tusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan
Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) " dapat
mengajukan keberatan kepada DPRD, Pemerintah dan
atau Pemerintah Propinsi setelah = mengajukan
kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KEETENTUAN PERALIHAN
' Basal 1O

Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini maka FKeputu-
zan Desa vang telah ada masih tetap berlaku sebagal
Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan umum. Peraturan Desa vang lain, Peratu-
ran Daerah Kabupaten atau Peratiuran  perundang-
undangan vang lebih tinggi.

~BAE X _
KETENTUAN LAIN-LAIN
Fasal 17

{1y Dengan berlakunys -Peraturan Daerah . ini, maka
semua Persturan vang bertentangan dengan Peratu-

ran Daerah. ini dinvatakan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini gepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebkih lanjut oleh Bupati

BAB -XI
EETENTUAN FENUTUFR
Fasal 18

FPeraturan Daerah ini mulai Dberlaku ©pada tanggal
diundangkan . '



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa-
tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demalk .

dH. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP
/

Disetujui DFRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan NHomor 09/KEP. DPHD}EDDD
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangken di Dema}
pada tanggal 12 Juli 2000

Tugas,

Drs. S0. \n

Pembina Tk. I
NIP.010085477
Ea ITWILKAB .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 12 SERI D NOMOR 8 .
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PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pada otonomi
Daerah maka Desa diharapkan dapat lebih mandiri didalam men-
gurusi urusan rumah tangganya sendiri. .

Salah bukti ' kemandirian tersbut adalah bahwa untuk
pembuatan Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan bupati,
tetapi hanya diwajibkan menyvampaikan kepadanya, sebagai upaya
untuk mengadakan koreksi apakah Peraturan Desa tersebut sudah
sesual dan tidak bertentangan dengan atyran yang lebih tinggi
atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Seabgal pedoman kepada Desa didalam penyusunan Peratu-
ran Desa tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (3) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka
untuk pengaturan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Desa
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jjelas
Pasal 2
Cukup Jjelas
Pasal 3
Cukup Jjelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
huruf a
cukup Jjelas
huruf b
Peraturan Desa yang satu dengan vang lain dalam satu
Desa tidak boleh saling bertentangan.
huruf ¢ :
cukup Jjelas
huruf d .
cukup Jjelas

Cukup Jjelas
Pasal 7 s.d 18

Cukup Jelas j
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LAMPIRAN  :  PERATURAN
DAERAH  KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2000
TANGGAL 1 JULI 2000

e e e e e e 2

BENTUK PERATURAN DESA

PEMERINTAH. | DESA.......REC, .
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA ... e
NOMOR ............ TAHUN ............
TENTANG

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA
,-\AAAAMM%AAAAA.MAAAAAAMAMMAMMA '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA .........ooiinnv

a. bahwa WWWM@W

aaasan AN a9 AaAANEARANARAANANAAAAANARNANAND |
b, bahwa AnafaEaa1IannIaAaAaaAAa2aNa3AaaANAAANAAA1AAAAAA2AAAAA0AR

ﬂamu:maunasma:mm:maawmmaaamaﬂaaammmﬁaaaa '

. dst

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Fabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

72, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 3448) ;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat I Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079} ;

s Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor..lLl.Tahun 2000 tentang

Peraturan Desa ;

6, Dsb;

[

Ll

Dengan j’

|



_2-
Dengan persetujuan
BADAN PERWARILAN DESA L iiiiicimeimanaeas
MEMUTUSEAN
Menetaplian : PERATURAN DESA TENTANG MMM&MHAMMM‘MA
AAA AAMPAAMM\AAMAAMMMAMMA .
BAB 1
AMMM&MMAAAMMM
Pasal
A::annnmmumwmmwmwwmmmm

:mmmm:mammuaammaamaaaamaaﬂﬂammmm
AN AAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAL AANAAAAAANANABAANIALL A1AAAAAAAAARAAANA

Pasal

(1) :\;uxzuumaaelmamlmﬁmwwmmw
MHAANARARAAANIARIANATEAAASAAAAAAANANAAAANAT -

(2} A;lmmmmaamummaammmmammmaﬂmmmﬂﬂwm

aaaaamaﬂaaanamaaaaﬂmamaaaamaaamm .

BABG TI
AMMMAAAAAAAAAAMAAM

Bagian Pertama
AAaAnanaaannannasnannasanaanaang

Pasal

zlzlzlmlmwaammwmww
AAaaNaaAaaanaAaaAaana |
i ANAnAANANAAAAAA3AHAANANIAAAAAAAIARAAAAANAAAAR .
1). 22242297229A23420AAAAAAAA
7). 1annAAnAAAARANANAARIAAAATAA |
3). 2201A295A2221AANANAAANAAADN
Ve :ma;uumnu:maﬂauuaﬂﬂaaﬂaaaaaaaaammﬂaaﬂm;
¢, auaafaadfazaaanaaanaaaanasandasdasanaa .

Bagian ....



(1)

(2)

Bagian Kedua
AAAa0A0AAAAAAAAAAAAFANANAANGR
Pasal

AdAARAAIRANADAANAAAAAAANAAARAAFIAARAAAIAAAAAINAAAAAAAAAAA
AR AR
A HAAGAANANAGANINIAANAAAAANAANAANNNAND |
b. aaaanaanaaaaannaaasaanaanaaaAaanaana |
1). 222222322220900239929922299290AAAAANAAN |
2). ARAAAAAANAAIAAAANAAANAANANAANAAAAAAA |
(1). aaaaA733323993AANRAANNNANAAARRANTAND,

(b} ANAANAAANAAAAANAAATAAAAAAA *
{1). asnsaaasnaaaaasnisanaanagaaasaan |

(2). aanaanaanaannaanaA=AaAd

ANNNAtIAnaAIAEINAAAASAAN AN AANANANAAAARSAAARAARAAN |

Pagal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa...............
Padatanggal ................ ...

LURAH DESA...............

MNama lerang tanpa gelar




